
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

SALIN AN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER-12/PJ/2020 

TENTANG 

BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA 
PENUNJUKAN PEMU.NGUT, PEMUNGUTAN,_ PENYETORAN, DAN 
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN 

BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK 
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN 
MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara 
Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, 
serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena 
Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean 
melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu 
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan 
Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak 
Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Luar 
Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui 
Perdagangan melalui Sistem Elektronik; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4999); 
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2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Vims 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 
ten tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, 
Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena 
Pajak Tidak Berwujud dan/ atau Jasa Kena Pajak dari 
Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui 
Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG 
BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA 
PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, 
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS 
PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD 
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH 
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI 
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. 


















































































